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Oleh: Muhammad Afdi Nizar')
Jakarta, 2 Desember 2O0O (Business News)
. Salah satu tuntutan yang ramai dikumandangkan oleh masyarakat/daerah menjelang runtuhnya rezim
Soeharto adalah otonomi daerah yang seluas-luasnya. Tuntutan tersebul kemudian direspon pemerintah
dengan menetapkan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Berdasarkan kedua undang-urldang
tersebut, kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola potensi daerahnya diikuti pula pembiayaannya,
yaitu melalui dana perimbangan, yang dialokasikan dari anggaran belanja pemerintah pusat. HEnya Saja,
pelaksanaan otonomi dan desentralisasi di tengah ketidakpastian ekonomi lndonesia saat ihi akan nlenjadi
dilematis. Pada satu sisi otonomi dan desentralisasi merupakan pilihan yang niscbya Sesuai dengdh aspirdsi
yang berkembang di masyarakat. Sementara pada sisi lain, pemerintah dihadapkah'badd kesulitan pem-
biayaan, terutama di tengah kesulitan ekonomi dewasa ini. Tantangan yang tidak kalah beratnya adalah
beberapa persoalan yang potenslnya lebih besar datang dari daerah, seperti masalah KKN, kualitas aparat bi-
rokrasi yang masih rendah, serta belum berkembangnya sistem manajemen keuangan publik yang memadai di
daerah.
DITEMA DESENTRALISASI III TENGAH KETIIIAKPASTIAN EK(IN()II,II
No. 867 , rAHUN-Xlll ,2000
Yang menarik mengenai desentralisasi adalah
adanyd anggapan, bahwa peisbalan bangsa yang Sangat
kompleks dewasa ini sebagian bdsdr disebabkan karena
sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sangat sen-
tralistis dan otoriter, dengan budaya "petunjuk dari ptrsat"
dan paradigma pembangtrnan dengan pendekatan top
down yang berlangsttng seldma lebih dari 30 tahun. HarUs
diakui bahwa pendekatart pembangunan yang sentralistis
dalam rezim Soeharto mernang tidak well-informed ten-
tang pref erensi daerah dan sama sekali mengabaikan
karakteristik ruang {spatrah, terutama dalam kaitannyd
dengah genybdidbn barang-barang dan jasa-jasa publik.
Hal ini tegjadi karena pata pejabat pemerintah rnulai dari
pusat saFrpal ke daerah; sudah biasa dengdn cari rnuka
alias asal bapak sendng (ABS). Keadaan ini lebih lanjut
membawa implikasi pada penyeragamdh prefererlsi rna-
'l pemerhali ekonomi dan keuangan, linggal di Jakarla.
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DESENTRALISASI SEBAGAI KOREKSI
syarakat atdu daerah ydng SeCt-rnQguhnya san$at berbedd
antbra sbtu daerah dertgan daei6h leirtdya.
Penyer6gaman preferensi Vahg dipaksakan tanpa
mempeitinibahgkdn kdrdkteristik d:terdh, rrienimbulkan
kekeceWaan masyarakat da€rah. Esensinya,
masyarakat/dddrah sudah 5an!dt muak dengdn Sdgala
sesuatil yang melulr.r diatur oleh pusat. Berangkat dari
keriyatden itulah kemtrdian berkembang pemikiran uniuk
memberikan otonotni yang Selua$-luasnya kepada daer6h.
Bahkan ada diantaranya yang tnenggagas untuk mehgin-
trodusir si5tem p6mdrintaharr fedel'al, kendati gaEasan ini
metrtah di tengah jalbr\. Ddri befagam pbmikiran yang
berkembang dapat dislnrpulk6ri, bahwcr sistem desentra-
lisasi dan Feinbeilan otonomi l(epbdd daeralr merupakan
pilihan yaris nisbiya palirig diinEihkan dan sesuai dengah
aspirasi yahg berkefibang di tdngdh-tengah rnisyhrakat,
sebagai pedEganti gisterri sehtielisesi.
PilihAn t€fhadap desenti'alisasi ini tentu saja tidak
semdtd-mata , didasarkair padd pertimbahgan k€gagalan
sistem sentralisesi yang berkbntban0 Oada re2im sebelum-
nya, melainkan juga didasarkan pada dinamika yang ber-
KATA PENGANTAR
Otonomi daerah akan dilaksanakan
mulai 1 Januari 2OOl yang akan
datang. Undang-urtdangnya sbndiri
sudah dik6luarl(an dengan UU No. 22
Tahun.1999 dan UU No.25 Tahun
1999. Meskioun otonoini daerah
sudah segera akan dilakSanakan,
peraturan-peraturan. pelbksanaannya
belum ada. Seperti yang dikiaskan
dalam Diskusi Panel Otonotni Daerahdi Semardhg tahggal 1 I Nopember
2000 yang lalu, keretir apinya Suciah
Siap, penurnftanohyb padat darl pdtu-
gas staslun sudah siap dengan tanda
pemberandkatan keteta, tapi rambu-
rambu jalanannya belum ada. Kalau
tetap akan diberangkatkan dikhawatir-
kan akan terjadi bahaya tabrakan.
Reda ks i
{
, kembang di tengah-tengdh masyarakat atau daerah, yaitu
memperkuat demokrasi.
Pilihan ini telah direspon secara positif oleh
perherintah, sejak era Habibie hingga masa pemerintahan
Abdurrahman Wahid. Semangat otonomi dan desentrali-
sebagai daerah otonom juga merupakan wilayah adminis-
trasi yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat
melefui pelaksanadn dekonsentrasi'
Sementara itu, di dalam UU Nomor 25 Tahun
1 999 diamanatkan bahwa setiap penyerahan atau pelim-
lisasi fiskal.
2C
bersif at .specific grant maltpun specific block grantl '
Namun mulai tahun anggaran 2OO1 , daerah diberikan
kewenangan sepenuhnya untuk menentukan sendiri jenis
dan tululn penggunsan dana perirhbangan ters€but,
khususnya dana bagi hasil dan dana alokasi umum, .karena
dana yang diterima daerah bersifat block grant. Sementa-
ra ttntuk dana alokasl khudus,'keWenangan pengaloka-
siannya re t Brat
dengan pe Dana
yang terd si inidimaksudk tidak
dapat diperkirakan bebelUmnYd.
Berdasarkan f ormat APBN 2OO1 (lihat tabel),
terlihat bahwa ddna p6timbangan yang ditiansler ke'
daerah dalam tahun 2OO1 mengalami peningkatan yang
Persdh lebih tinggi
tahun 2OOO danai PDB, maka dalam
dari PDB' Peningka-
and alokasl Llmurh
(DAU), yaitu dari Rp 30,9 triliun (3,4% dari GDP) daldfn
iahun'2oOo menjadi Hp 56.0 triliun (4,0% tJati GDP!
dalam tahun 2OO1 . Darl l(esElufuhbn dane pefifhbafigdn,
proporsi DAU mencbpai 78,4o/a.
Sementara itu, bila dibdndingkan dengah rencana
SPIR]T DESENTRALISASI FISKAL DALAM APBN
ptopisi, da oslal
nanggulangan bagi
maan pajak b dan
ak atas tanah
Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2OO1 format
APBN kembali diubah, yang ditandai dengan munculnya
ienis mat3 anggaran.baru pada sisi pengelu6l6n, yaitu
dana periribangan. Dengan demikian, komponen Belanja
Negara yang sebelumnya terdiri dari Pengeluaran Rutin
dan Pengeluaran Pembangunan, berubah menjadi Penge-
luaran Pemerintah Pusat dan Datra Perimbangan. Mata
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Tabel I
Komposisl Belanja Negara drlartt APBN Tahun Anggortn 2000 dan RAPBN 2001 l) (ntil Rp.)
URAIAl.I
2000 2l Tint
APBN % thd PDB RAPBN brth'd PDb
EI.ATIJA flEGARA
ANgeAn E€lcnh Peit'dntah Pusatl- PengBtutrah Rutin
2. Peng€luafan PembdnOirnan
Denttutim'fll'n3)i. Dena Argl llrrll
e. SurterotyaAHmi. Kfb|Detenn(dtll. Ptopex|ib. Balt Has[ PBB drn EPHTB 1)1. XahneteruKoiaf PropinC
c. PPh Part ora{tgdn 5)i. K$uptienl(daf. Propinsi
O.n AloL.l Umum
a. KabrifrnlKota
b. hophal!- Oan Aloldl Khiltrt
a. ttena Rebol3asi
b. t tr|a ]*n-reboi3asi
197,030.3
163,507 9
137,31 1 1
26.1 98.8
It,iz2.4
2.3s27
t0,029.7
27,837 7
3.093.0
21.6
r0.0
t 5.1
2.5
3.7
0.3
t.a
2ea,r rl.3
220,217 2
166,855 2
33,362.0
til,t9p.3
18.2s4.0
!.003 i
t.?703
2,cIza
3.348 2
4.4r6I
93.|.4
t,103,6
r.e62 2
1.211 1
36,0!3.3
50,430 |
5,603.4
60t.t
607 I
,1.0
157
133
2:4
5.3
13
o7
06
0l
04
03
0.1
o20l
dt.
4.0
36
01
0.0
0.0
lcmonnftnt
troilI( Dom€!fr Bruto
tenerimaan Sun$ef Daya Aam
tenadn€an PBB dan BPHTB
teherimaan Odam Negeri Bruto
910,431 7
40,082 4
2,900 7
1 52.896 5
1.1
o.1
168
t.100.5d1 2
53,167 I
5,539 0
242.996.7
38
0rl
173
l, APBN Zm porine Atrll - 3l tbsember 200() (9 Hnf RAPBN Aot pefi:de I Januari - 31 Desember 2001 (12 bln)
2l tlisesu*n den0ah.mat RAPBN 2001
4 magid| disEn berdasaftzr UU l,lo 25 Tahun 199{l lentra4 PKPD
4| Pe'nbagiet fistsur bedaartar PP l,to 16 T*un Zm bn|a|g Pembagian Hasil Penerimaan PBB antaa PerErintdl Pusal dar Daefatl
5l Penrbagiar disusn berdasarftan RaraBa PP bntaq Pembagier H6il Penerimaan PPll Wajib orang pibadi dddn negeti
der Pfrr P6,d 21 
'ltaa 
Pen€dnldt Pusal det Oerdl
Sumber: Departernen Keuangan, NK dan RAPBN 20ol
oiginl, maka hampir dapat dipastikan akan menimbulkan
keienjangan atau ketimpangan antar daerah, karena dana
bagi hasil tersebut akan dikembalikan dan dinikmati oleh
daerah penghasilnya.
bILEII/IA DESENTRALISASI FISKAL
Kohsekuensi logis yang tidak bisa dihindari akibat
pelaksanaan. otonomi daerah dan desentralisasi liskal
adalah semakin menrber.rqkakhya anggaran belairja di
sektor fiskal. Beban anggaran ini akan terus bertambah
dari tahun ke tahun, seiring dehgan bertambahnya propor-
si dana yang harus ditransfer ke daerah-daerah dalam
bdnttlk dana perimbangah, di samping dana-dana untuk
ireinbiayaan tugas/tanggung jawab dalam kdiangka asas
dekonsentrasi dan tuQas pembantuan, yang tetap menjadi
beban APBN.
' Peningkatan beban anggaran akibat desentralisasi
ini bisd membawa implikasi yang signif ikan terhadap
manajemen ekonomi makto, terutama yang berkaitan
dengan masalah struktural anggaran. Terlebih lagi dalam
kondisi ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian
seperti sekarang ini. Sedikitnya ada tiga besaran utama
dkibat desentialisasi fiskal, yanE diduga berpoterrsi
memperburuk masalah strukiural anggaran. Pertama,
penyerahan dasar pajak lassignment ol tax bases) kepada
daerah. Hal ini mernbav0a implikasi bbrkutatrgnya peneri-
maan pajak bagi pemerintah pt-rsat., Apabila pada saat
yanE 
.sama pemerintah pusat juga dibebani dengan tang-gung jawab -pengeluaiah, seperti untuk pembayaran
kembali utanf (baik utang dalam negeri maupun utarrg
luar rregeri), gaji pegawai negeri subsidi, dan perrgelrraran
lainnya, maka kesulitan ekonomi makro yang terrgah
dihadapi saat ini akan menjadi lebih btrruk karena adanVa
penyerahan pajak yang tidak bisa dihindari. Demikian pulajika langkah-langkah pemulihan ekonomi yang ditempuh
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oleh pemerirrtah rnenghehdeki peningkatan penerifiaatl
dari pajak, maka akan sulit untuk melakukannye, l(arena
basis paiak yang baik tidak lagi tersedia. Dalam situall ini,
pemerintah pusat akan dipaksa untuk betgahtung pada
basis pajak yang kurang elisien atau kurahg produktif,
selringga penerimaan pajak akan menjadi lebih rendah dari
yarrg diinginkan atau strukttli pajak akan men,iadi kurang
efisien dari yang seharusnya. Pengaldman di selumlalt
negara, seperti di Brazil, RUsia, Indiar dan China menun-jukkan bahwa penyerahan basis pajak dalam skim deserr-
tralisasi fiskal telalr rnenimbulkan kesulitan dalam ma'
najemen ekonomi tnakro.
Kedua, dana bagi hasil lrevenue sharingl vang
berasal dari basis pajak dan, sumber daya qlarh. Pemeritr-
tah pusat yang rnembutuhkan peningkatan penerlmaatl,
namun harus rnembagi hasil penerimaan paiak dengarr
daerah, akan memiliki insentil untuk menambah pener,-
maan dari pajak yang tidak dibagi atau' darr palak yang
sebagian besar akan diserahkan kepada,daerah. Akibat'
nya, strukttrr sist
pajak yang tidak
dalam sistern per
hasil penerimaan
bumi dan gas al
sangat dipengaruhr oleh fluktuasi harga minyak di pasar
internasional. Hal ini praktis mernpengaruhi bagi hasil
dengan daerah. Bagaimana pemerintah pusat bisa berha-
rap dari penerimaan migas, katakanlah dari windfall pro{it,
sebagai penutup delisit APBN kalarr dalam proporsi terten-
tu juga haius di bagi dengan daeralr.
Ketiga, pembayarari pinjaman yang dibebarrkan
oleh pemerintah daeralr. Masalah irri rnut'icul karetra
keyakinan daeralr bahwa perlerirrtah pusat akarr respek
apabila mereka menghadapi kesrrlitarr dalanr pernbayaran
rrtang mereka lgovernrnent of lasl resortl dan karena itrr
daeralr memiliki inserrtiI untuk rnenirrgkatkan pengeluararr,
/
Ill v {
maka permasalahan pinjaman daerah ini akan memberikankontribusi terhadap ketidakstabilan ekonomi mdkro.
TANTANGAN DESENTRALISASI
4C
I
benar-benar akeh m6suk fte pos-pos' dan futigsi-iurigsiyang dianggarkan. Sistern harus memasukkan sistem
najemen pengeluaran publik yang belum dikembangkan
secara memadai.
pemerintah harus bersiap-siap menerima kehyataan gagal-
nya sisterrr ittr.
hanya transfer kekuasaan dari pemerintah pusat kepemerintah daerah, melainkan juga dari birokrasi pusat ke
daerah. Yang duduk di birokrasi pusat biasanya adalah
orang-orang yang berkualitas @ualifed), kdrena birokrasipusat menjanjikan karir yang lebih baik, kesempatanpromosi yang lebih besar, dan gaji yang lebih baik.'Kira-
ng-bareng publik dengan
Oleh karGna itu. daerah
terus meherus terhadap
yang disediakan.
_ 
Keempat, sistem rnanajemen pengeluaran publik.
Desentralisasi merupakan pengalihan lungsi-fungsi daripemdlintah pusat ke pemerintdh daerah. pemerintah
daetah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-
s.umber finansial yang lebih besar dibanding yang terjadidalam sistem sentralisasi. Untuk membiayai fungii-fungsi
tersebut diperlukan aliran peherimaan (cash nflowsi clan
afrran pehgefvaran lcash ou secara
signif ikan ketika fungsi-fu Sehu-
bungan dengan rttr, dibutuh penge-
Iuaran ptrblik yang mamp rimaanyang diharapkan dan mengantisipasi pengeluaran. Sistem
tersebut. harus meliputi klasifikasi anggaran yang me-
mungkinkan otoritas pengendali menentukan apakah uang
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